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ABSTRAK 

Program Sarjana Universitas Nasional 

Program Studi  Ilmu Hukum 

Skripsi, 20 Februari 2023 

Nama : ARYO TAMBA 

Nomor Pokok : 173112330050236 

Judul : Analisis Yuridis Pembuatan Akta Pemberian 

HakTanggungan Berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan) 

Halaman        : Halaman Pengantar (8), halaman isi skripsi (82) , Tahun 2023 
A. Isi Abstrak : Surat Kuasa Membebankan hak tangungan bukan 

merupakan suatu Akta yang Otomatis dapat mebuat si kreditur dengan 

sendirinya mendapatkan hak didalam sertipikat tersebut seperti halnya 

Akta Pemberian Hak Tanggungan yang telah didaftarkan di Badan 

Pertanahan Nasional, dalam kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 

8/Pdt.G/2022/PN Dps, Pihak Pelawan keberatan dengan diterbitkannya 

Akta Pemberian Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan Nomor 00629/2019 tertanggal 4 Februari 2019 namun tanpa 

persetujuan dari pihak Pelawan, namun perlu digarisbawahi, bahwa 

perikatan yang terjadi antara pihak Pelawan dengan Termohon adalah sah 

dan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan mengingat adanya 

kewenangan hukum yang lebih tinggi untuk melakukan Pemberian Hak 

Tanggungan tanpa adanya keterangan dari pihak yang berhutang 

bukanlah suatu hal yang dapat diperintahkan untuk dinyatakan tidak sah 

atau batal demi hukum, Mengingat setiap akta yang muncul dari 

komitmen yang dibuat oleh para pengumpul adalah substansial dan 

membatasi, sehingga harus diatasi dan apa saja tahapan-tahapan dalam 

pembuatan Hak Tanggungan dan bagaimana pemeriksaan pemikiran 

majelis hakim terhadap pembuatan Akta Pemberian Hak Tangungan 

berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tangungan dalam Putusan 

nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dps, dalam pertimbangannya kreditur telah 

menempuh proses yang benar berdasarkan, yaitu membuat Akta 

Pemberian Hak Tangungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tangungan, kemudian mendaftarkan Hak Tangungan sehingga 

menerbitkan Sertipikat Hak Tangungan. Dalam penulisan skripsi ini 

dilakukan dengan metode Yuridis Normatif, dengan mendapatkan data 

dari Ptusan Pengadilan dan tinjauan berdasarkan undang-undang. 
 

B. Kata Kunci : Surat Kuasa Membebankan Hak Tangungan, 

Jaminan Hak Tangungan, Pendaftaran Hak Tangungan 

C. Daftar pustaka : 21  buku, 4 Peraturan Perundang Undangan, 6 jurnal, 

4 website, dari tahun pembuatan buku 1994-2023 

D. Dosen pembimbing : Devarita, S.H., Sp. 1., M.H 
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ABSTRAK 

The Nasional University Undergraduate 

Caurse Of Law Science Thesis 

20 February 2023 

 

Name : ARYO TAMBA 

Registration Number : 173112330050236 

Title : Juridical Analysis of the Making of Deed of 

Granting Mortgage Rights Based on Power 

of Attorney to Enforce Mortgage Rights 

Number of pages       : Introduction page (8),thesis content page pages 
 

A. Abstract Contents: An Overarching legal authority to Force a Home loan 

isn't a deed that can consequently make the bank naturally get privileges in 

the endorsement along with a Deed of Award of Home loan that has been 

enrolled at the Public Land Organization, for the situation that happened in 

Choice Number 8/Pdt. G/2022/PN Dps, the Offended party protested the 

issuance of an Endorsement of Home loan based on enlistment of Home 

loan Number 00629/2019 dated February 4, 2019 yet without the assent of 

the offended party, yet it should be underlined, that the commitment that 

happened between the Offended party and the Litigant was legitimate and 

the making of a Deed of Award of Home loan in view of a Legal authority 

to Uphold Home loan without the information on the borrower isn't 

something that can be sorted as invalid and void, In light of the fact that 

each deed emerging from an understanding made by the gatherings is 

substantial and restricting, it is important to address and what are the 

phases of making a Home loan Deed and how to examine the appointed 

authority's thought of the making of a Deed of Conceding Home loan 

Freedoms in light of an Overarching legal authority to Implement Home 

loan Privileges in Choice Number 8/Pdt. G/2022/PN Dps, in its thought the 

loan boss has taken the right cycle in light of, specifically making a Deed 

of Conceding Home loan Privileges in view of a Legal authority to Force 

Home loan Freedoms, then, at that point, enrolling the Home loan 

Freedoms to give a Home loan Freedoms Endorsement. This proposition is 

composed utilizing the Regulating Juridical strategy, by getting 

information from Court choices and audits in view of the law.. 
 

B. Key Words : Legal authority to Burden Home loan Privileges, C 

C. Bibliography : 21 book, 4 legislation, 6 journal, 4 website from the year 

of book creation 1994-2023 

D. Lecturer : DR. Diah Ratu Sari, S.H., MH 
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